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M{}Dﬁhm PEMY&HAN TERPADU

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;

3. Bupati Serang;

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.




2. Surat 'Eﬂm M m»;‘:"' %W
n@;;-mm;u,rmmmnm sﬁmm@ﬂiﬂ*
Permohonan Izin : SMK Daar El-Qurro

(lzin Panjrrimggnman EMK Sﬂh&ﬂi ‘mmin
Sekolah Tercatat).

MEMUTUSKAN ;

HEE'J"'LTU + Memberikan Iz mnal Sekolab lﬂ!ﬂ"ﬂﬂ_'ﬂ:;ﬂh
Kejuruan kepads -
Nama anba.ga;‘

Yayasan . Yavasan Pendidikan Islam Daar :
El-Qurro .
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan
(SME} Daar El-Qurro .
Alamat : Ds. Renged RT 001/001 i
Kecamatan Binuang Kabupaten
Ser&ng
Nama Pemohon : Ahyal Al Anson, 5.Pd
Program Studi : 1. Administrasi Perkantoran:
2. Tekhnik Komputer dan
Informatika.

: Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, diwajibkan :

1. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan
kurikulum vang berlaku;

2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
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8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Neomor 7

M&nﬂnmh {Beﬁta. Hnﬁ.ﬁ” a |
Tahun 2014 Nomor 607)

2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal (Lembaran Dhm‘&h Prm‘hftﬁl
Banten Tahun Eﬂl | Nomor 7);

9, Peraturan Dacrc™ Provinsi Banten Nemor 3 Tahun
2012 tentang nikan  Organisasi Fenm@mi
Daerah Provin: . [Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun J' .. nomor )

10, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahan

2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal [(Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2011 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun

2012 tentang Penvelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Darah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 43);

12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nemor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayvanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
[Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor
25} sebagaimana telash diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor
11




PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN DAR EL-QURRO

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

TERPADU PROVINSI BANTEN,

;& bahwa dalam rangka mencerdaskan khhidnpm

bangsa dengan memberikan pemahaman dtbﬂang
pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta
didik yang pintar dan cerdas;

- bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maka perlu
diberikan Izin Operasiona! Sekolah;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam Surof a dan huruf b, perlu
menetapkan Ker hepala Badan Koordinasi
Penanaman Mo ayanan Terpadu Provinsi
Banten tentang e iar lzin Operasional Sekolah
Menengah Kefuruan Daar El-Qurro,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



